
SALIN AN 

GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 
NO MOR 7 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RA YA 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN.BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

Menimbang.. 

Mengingat: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 ten tang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Teknis 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
T,, , 1 TT 1 TT 1 '1'.T " m "I 1 r'\ ,.- r-r 1 rserraxunya unaang-unaang rsomor ':J i arrun L':Jor can 

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2854); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42� Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 6322); 

5. Per-attrran Perner-irrtab Norrmr 36 Tah rm ?.01 q terira nc - - . - . - - (.;) 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 

Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 I 9 Nomor 93 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Prcduk Hukum Daerah [Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

157); 

Negara r,. , 1·, I d . '" 1 ,...,. I""'\ 1 r'\ ... T xepuo IK n oncsia 1 anun LV 10 rvomor 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARi RAYA YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah 

Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
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warza nezara Indonesia vane memenuhi svarat tertentu, ....... ........ .... ......... .; . 

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara 

tetao oleh neiabat Pembina keoeaawaian untuk menduduki 
..... ..i. .., .,. _., 

jabatan pemerintahan. 

4. Pejabat Negara adalah Gubernur Bengkulu dan Wakil 

Gubernur Bengkulu. 

5. An2"2"0ta Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vanz selaniutnva 
..._,.-., .., .,; ..__, .._. v· 

disingkat Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua.dan 

Anzeota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Benzkulu. �� � 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Bengkulu. 

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau 

pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang 

bersumber dari APBD. 

8. Surat Perintah Pericairan Dana yang selanjutnya disebut 

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh 

B 1 1 T T � 1 /BUTD\ I K T"-. 1 1 T T enuanara umum uaeran l ,, JI � uasa rsermarrara. umum 

Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

berdasarkan SPM. 
,.,. H . R 1 .. ., TT • R T 1 1 y-,•t- • 
':1. ari r aya acaian rrari � aya mur r nri. 

10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Bengkulu. 

Pasal 2 

(1) PNS; Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan 

Tunjangan Hari Raya. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terrnasuk: 

a.PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di 

luar Pemda yang gajinya dibayarkan oleh Pemda;dan 

b.Calon PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 

PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara 

atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah. 
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Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota 

DPRD diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 

(dua) bulan sebelum hari raya. 

(2) Dalam hal penghasilan l (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 

sebelum hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya 

diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang 

bersanakutan tetao diberikan selisih kekuranzan Tunianzan -- ..... -· ...,. _,. 

Hari Raya. 
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum dan tunjangan kinerja. 
, .a.' l . J Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 
a. tunjangan jabatan struktural;dan 

b. tunjangan fungsional. 

(5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, 
tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan 

khusus guru dan atau tunjangan kehormatan, tambahan 

penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan 

pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya radiasi bagi 

pekerja radiasi, tunjangan resiko bahaya keselamatan dan 

kesehatan dalam penyelenggaraan persandian, tunjangan 

pengamanan persandian, penghasilan lain di luar gaji 
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum dan . , , tamoanan penghasilan, dan 
tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi 

atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang 

ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan dan 

penghasilan lain di luar se bagaimana dimaksud pada ayat 

(3). 

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan potongan ruran dan/ atau potongan lain 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (3) 
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dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung oleh 

pemerintah. 

Pasal 4 

(1) Pemberian Tunjangan Hari Rava sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 [sepuluh] 

hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari 

Raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya . 

.Pasal 5 

(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang 

meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya 

sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) 

(2) Penerima g aj i dari PNS a tau Pejabat Negara yang 

dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 

penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada 2 (dua) bulan sebelum 

bulan Hari Raya. 

Pasal 6 

(ij Pejabat penandatangan SPivi mengajukan SPivI Tunjangan 

Hari Raya kepada BPKD. 

(2j SPivI Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis 

SPM, ya..-ig tcrdiri dari: 

a. SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan 

umurn.dan 
, '"'P" .. "' . o.o iv1 1 unjangan 

DPRD 
Hari Raya untuk pembayaran Anggota 

(3) SPivI Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah 

dari SPM gaji bulanan. 

(4) Jenis SPivI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk 

digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya. 
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Pasal 7 
Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS 
yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan 
pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum 
dibayarkan. 

Pasal 8 
Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM dan SP2D Tunjangan 
Hari Raya mengikuti sistem dan prosedur yang telah diatur 
dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem Dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pasal 9 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu. 

Pasal 10 
Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal 21 Mei 2019 

GUBERNUR B-ENGKULU, 

ttd. 

H. ROHIDIN MERSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal 21 Mei 201 9 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULlJ, 

ttd. 

NOPIAN ANDUSTI 

BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 8 

· dengan aslinya 
"��::'\"' UM DAN HAM, 
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